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ABSTRACT 
This research aims to analyze related findings that occurred in several districts/cities in West Sumatra Province. The 
analysis carried out is generally carried out in five parts starting from the analysis of found accounts in four 
districts/cities, then analyzing the pattern of findings and the tendency of repeated findings for findings that occur 
more than once in the same account, analyzing audit conditions, analyzing the frequency of findings based on the type 
of regional government financial reports, and analyzing problems with found accounts in four districts/cities in West 
Sumatra 2017-2021. The research uses secondary data obtained from the BPK Audit Results Report (LHP) in West 
Sumatra Province during the period 2017 to 2021. The type of research used is qualitative research with an analysis 
method using content analysis. By using content analysis, by using coding. Code 1 (one) for information about a finding 
and 0 (zero) for no finding. The results of the research show that the pattern of findings occurs due to a lack of 
supervision by each level in each region or a multilevel pattern and non-compliance with laws and regulations carried 
out by government officials, and not all findings that occur more than once on the same account have an indication 
of the occurrence repeated findings, however, the results of this research analysis show that several accounts have 
indications of repeated findings. The results are based on the frequency of findings based on the type of financial 
report. There are still weaknesses in the internal control system and non-compliance with laws and regulations in 
districts/cities in West Sumatra which are caused by weak internal control system in each SKPD, non-compliance with 
statutory regulations, non-optimal role of other parties, incomplete follow-up, and limitations in the quality and 
quantity of human resources. 
Keywords: Audit Findings, Pattern of Findings, Repeated Findings, Internal Control System Findings, Compliance 
Findings with Legislation 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait temuan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Barat. Analisis yang dilakukan secara umum dilakukan atas lima bagian yang dimulai dari  analisis akun-
akun temuan pada empat kabupaten/kota, kemudian akan dianalisis pola temuan dan kecenderungan temuan 
berulang atas temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama, melakukan analisis kondisi audit, 
menganalisis frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis permasalahan 
atas akun-akun temuan di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat 2017-2021. Penelitian menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017 
sampai 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis menggunakan 
content analysis (analisis isi). Dengan menggunakan content analysis pengkodean. Kode 1(satu) untuk keterangan 
adanya temuan dan 0 (nol) untuk tidak adanya temuan. Hasil penelitian menunjukkan pola temuan terjadi akibat 
kurangnya pengawasan oleh setiap tingkat di masing-masing daerah atau pola bertingkat dan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dan tidak semua temuan yang 
terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama memiliki indikasi terjadinya temuan berulang, akan tetapi hasil analisis 
penelitian ini menunjukkan beberapa akun yang memiliki indikasi temuan berulang, hasil berdasarkan frekuensi 
temuan berdasarkan jenis laporan keuangan  masih ditemukannya kelemahan atas sistem pengendalian internal dan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat yang disebabkan 
oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada masing-masing SKPD, ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, peran dari pihak lain yang tidak optimal, tidak tuntasnya tindaklanjut, dan keterbatasan dalam 
kualitas dan kauntitas SDM. 
Kata Kunci: Temuan Audit, Pola Temuan, Temuan Berulang, Temuan Sistem Pengendalian Internal, Temuan 
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 
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1. Pendahuluan  
Pemerintah Daerah adalah bagian tak terpisahkan dari struktur pemerintahan Indonesia 

dan harus sejalan dengan pemerintahan nasional. Sebaliknya, pemerintahan negara harus 
memperhatikan peran penting pemerintah daerah, terutama dalam urusan keuangan dan 
administrasi wilayah. Untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah, publikasi berbagai 
laporan keuangan, termasuk Laporan Keuangan  

“Pemerintah Daerah (LKPD), menjadi aspek penting. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk 
menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, serta menjamin 
pengendalian internal yang memadai untuk mencegah kesalahan signifikan dalam laporan 
keuangan. Oleh karena itu, kualitas informasi dalam laporan keuangan, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, harus memenuhi kriteria relevansi, 
kehandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman”. 

Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah, sehingga 
penting bagi pemerintah untuk bersikap terbuka dalam semua hal terkait dengan tanggung 
jawab pemerintah, memperkuat Tanggung jawab dan keterusterangan merupakan hal yang 
mendasar untuk memperbaiki sifat laporan anggaran dan memperkuat kontrol internal dan 
konsistensi administratif di area publik. Langkah utama dalam membangun tanggung jawab dan 
kejujuran dalam ringkasan Fiskal Pemerintah Daerah adalah dengan memperkenalkan laporan 
anggaran yang telah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK dirancang untuk 
mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan dan menyoroti temuan-temuan yang 
signifikan serta memberikan opini atas laporan keuangan. 

Bagian ini memperlihatkan kerugian negara/daerah selama periode 2005 hingga 30 Juni 
2021 yang telah ditetapkan oleh pengelola anggaran. 

 
Sumber :IHPS BPK Semester I Tahun 2021 

Berdasarkan grafik data tersebut, pemerintah daerah mengalami kerugian negara 
sebesar Rp3,15 triliun (76%), merupakan puncak tertinggi dari total kerugian negara/daerah 
yang tercatat sejak tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2021, yaitu sebesar Rp4,16 triliun. Hal ini 
menggarisbawahi kebutuhan krusial untuk perbaikan pengelolaan keuangan oleh pemerintah 
daerah, dengan menekankan pentingnya peningkatan efisiensi Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
Pengawas internal pemerintah juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi audit dengan cermat 
untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang guna mencegah kerugian negara yang 
berasal dari pemerintah daerah. 

Hasil pemeriksaan BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga hal 
pokok, yaitu penilaian atas Ikhtisar Realisasi Anggaran (Buku I), temuan atas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) (Buku II), dan temuan atas Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-
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undangan (Buku III). Pemahaman yang memadai atas SPI serta peraturan dan pedoman 
merupakan hal yang mendasar untuk mendapatkan hasil reviu yang dapat diandalkan. 

SPI adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan 
pencapaian tujuan dengan memadai (Arens & Alvin, 2015). Kemudian, konsistensi terhadap 
peraturan dan pedoman mencakup kepatuhan terhadap sistem, metode, dan aturan yang 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Arens dan Alvin, 2015). Selanjutnya, baik SPI maupun 
konsistensi memegang peranan penting dalam menjaga tanggung jawab. 

Kelemahan dalam SPI dan kepatuhan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. 
Sampai saat ini, masih banyak permasalahan data yang tidak sesuai dalam laporan keuangan, 
seperti angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 
541 LKPD tahun 2020 menunjukkan adanya 6.809 temuan, masalah-masalah SPI dan 
pelanggaran hukum dan peraturan mencakup kekurangan dalam pembukuan dan perincian 
kerangka kerja kontrol, kontrol moneter pendapatan dan konsumsi, dan struktur kontrol 
internal. Selain itu, masalah-masalah resistensi yang berbeda dapat menyebabkan kemalangan 
atau defisit pendapatan. 

Pada tahun 2017 dan 2019, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat mendapatkan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pada tahun 2021, satu pemerintah daerah tidak 
memperoleh WTP karena ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian internal, yang 
mengindikasikan adanya masalah berulang dalam pemeriksaan BPK. 

Opini WTP dari BPK merupakan pencapaian yang signifikan, meskipun masih ada 
temuan yang perlu mendapat perhatian, terutama di Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan 
Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Terlepas dari masalah-masalah 
tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan saran. Penilaian 
review BPK tergantung pada empat ukuran utama, khususnya kesesuaian dengan Prinsip-prinsip 
Pembukuan Pemerintah, kecukupan pengungkapan, konsistensi dengan peraturan dan 
pedoman, dan kelayakan kerangka kerja pengendalian intern. 

Meskipun demikian, mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki 
tingkat tindak lanjut yang rendah terhadap rekomendasi BPK. Hanya beberapa daerah seperti 
Kota Solok dan Kota Payakumbuh yang berhasil menyelesaikan tindak lanjut dengan tingkat yang 
memadai. Sebagian besar daerah lainnya masih perlu meningkatkan upaya mereka untuk 
memperbaiki sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. 
 
2. Metode Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena, peristiwa, dan 
kejadian saat ini. Menggunakan pendekatan analisis data sekunder (ADS), penelitian ini 
memanfaatkan temuan dari penelitian sebelumnya. Fokusnya adalah analisis terhadap temuan 
sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hal ini bertujuan untuk memahami pola 
temuan dan kecenderungan terjadinya temuan berulang dalam setiap periode analisis di setiap 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa uraian atau 
kalimat mengenai masalah yang ada. Data-data yang dianalisis berasal dari LHP BPK terkait 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur, mengakses 
temuan dari kabupaten/kota di Sumatera Barat melalui situs e-ppid BPK. Analisis isi, yang 
disajikan secara deskriptif melalui tabulasi, digunakan untuk analisis, termasuk menentukan unit 
umum temuan, pengkodean berdasarkan jenis temuan SPI dan kepatuhan, serta analisis 
terhadap temuan yang berulang dalam periode penelitian. Dalam pengkodean temuan, 
diterapkan empat konsep, termasuk jenis laporan keuangan, permasalahan akun temuan atas 
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SPI, permasalahan akun temuan atas kepatuhan, dan kriteria pengendalian internal berdasarkan 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Setiap temuan diberikan kode angka 1 jika 
ditemukan, dan 0 jika tidak ditemukan. Tujuan analisis adalah untuk memahami pola temuan 
berulang dan non-berulang serta mengelompokkan temuan berdasarkan kriteria tertentu 
seperti jenis laporan keuangan, jenis permasalahan SPI, dan kriteria SPIP. Hal ini bertujuan untuk 
membedakan antara jenis temuan dan memahami karakteristiknya dalam setiap periode 
penelitian.Hasil dan Pembahasan  

 
3.  Hasil dan Pembahasan 
Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis temuan terkait sistem pengendalian intern 
(SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Bukittinggi, 
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan lokasi 
ini didasarkan pada tingginya jumlah temuan dengan opini WTP selama periode 2017-2021 dari 
total 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah temuan SPI dan kepatuhan masih mengalami 
fluktuasi. Kota Bukittinggi memiliki total 73 temuan selama lima periode dengan opini WTP, 
Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari opini WTP ke WDP dengan total 94 
temuan, Kota Padang memiliki 104 temuan dengan opini WTP, dan Kabupaten Pasaman Barat 
mempertahankan opini WTP dengan total 71 temuan. Secara keseluruhan, terdapat 178 temuan 
SPI dan 164 temuan kepatuhan selama lima periode. Temuan-temuan ini akan diklasifikasikan 
dan dianalisis sesuai dengan rumusan analisis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
 
Analisis Akun-Akun Berdasarkan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 

Tahap awal dari penelitian ini meliputi analisis atas keseluruhan akun pada setiap 
periode penelitian di Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan 
Kabupaten Pasaman Barat. Temuan-temuan terkait SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan akan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, temuan-temuan yang 
telah ditabulasikan akan dibedah untuk melihat pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. 
Terakhir, temuan-temuan yang spesifik untuk empat kabupaten/kota akan disajikan: 
1. Kota Bukittinggi 

Langkah awal penelitian ini adalah menganalisis akun-akun dalam setiap periode di Kota 
Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. 
Temuan disusun dalam tabulasi untuk SPI dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. 
Setelah itu, dilakukan analisis pola temuan. Berikut ringkasan temuan di empat kabupaten/kota 
tersebut. 

 
2.  Kabupaten Kepulauan Mentawai 

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan selama 2017-2021 melibatkan akun kas daerah, piutang pajak, 
persediaan, investasi, piutang lainnya, aset tetap, retribusi daerah, belanja barang dan jasa, 
belanja pegawai, dan belanja modal. Masalah juga terdapat pada laporan Neraca dan Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA). 
3. Kota Padang 

Di Kota Padang, dilakukan analisis terhadap akun-akun temuan berdasarkan sistem 
pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selama 
periode 2017 hingga 2021. Ditemukan berbagai kendala dalam SPI, termasuk akun kas daerah, 
piutang pajak, persediaan, aset tetap, penerimaan pajak, investasi permanen, dan lain-lain. 
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Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menghadapi masalah pada akun kas 
daerah, investasi permanen, aset tetap, pendapatan pajak, retribusi, dan belanja. 

 
4. Kabupaten Pasaman Barat 

Di Kabupaten Pasaman Barat, analisis temuan SPI dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan periode 2017-2021 mengungkapkan permasalahan pada akun piutang pajak, 
persediaan, aset tetap, investasi permanen, retribusi daerah, pendapatan daerah, kas daerah, 
belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja pegawai. Kepatuhan terhadap peraturan 
juga menghadapi kendala pada akun kas daerah, investasi permanen, retribusi, aset tetap, 
pendapatan pajak daerah, aset lain-lain, dan belanja. 

Dari analisis atas akun-akun temuan SPI dan kepatuhan, teridentifikasi pola temuan 
yang berjenjang, dimulai dari pejabat eselon terendah hingga eselon tertinggi dari pemerintah 
daerah. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab 
di setiap tingkatan. Sementara itu, pola yang muncul dari temuan kepatuhan menunjukkan 
masih banyak pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan 
keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran, karena kurangnya pemahaman pihak yang 
bertanggung jawab. 
 
Analisis Frekuensi Temuan berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Setelah mengevaluasi hasil pemeriksaan BPK, didapati bahwa temuan, baik dari SPI 
maupun kepatuhan, terfokus pada komponen dalam laporan keuangan Neraca dan Laporan 
Realisasi Anggaran. Penjabaran analisis untuk masing-masing temuan pada Neraca dan Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) akan disampaikan dengan lebih detil. 
1. Neraca 

Dari tabulasi frekuensi kemunculan komponen neraca terkait temuan SPI dan Kepatuhan, 
terungkap bahwa aset menjadi komponen neraca yang paling sering menghadapi masalah, 
diikuti oleh kewajiban. Sementara itu, tidak pernah ditemukan temuan pada ekuitas, baik 
dari SPI maupun kepatuhan.. 
- Aset: Temuan SPI terutama berkaitan dengan aset lancar di empat Kabupaten/Kota, 

sementara temuan kepatuhan mencakup aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, 
dan aset lainnya. Secara lebih rinci, temuan pada aset lancar terutama terkait dengan Kas 
di kas daerah, Persediaan, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya. Investasi 
permanen merupakan temuan yang sering muncul pada SPI, sementara pada kepatuhan 
terdapat temuan pada investasi permanen. Aset tetap yang sering menjadi temuan pada 
SPI adalah peralatan dan mesin, sedangkan pada kepatuhan adalah tanah dan aset tetap 
lainnya. 

- Kewajiban: Hanya pada Kota Padang di tahun 2021 ditemukan masalah terkait kewajiban 
jangka pendek, yaitu utang belanja. 

- Ekuitas: Tidak ditemukan masalah terkait ekuitas pada empat Kabupaten/Kota yang 
dianalisis selama periode 2017-2021. 
 

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Dalam LRA, analisis didasarkan pada tiga kelompok akun. 
- Pendapatan: Temuan yang sering terjadi pada LRA terkait dengan Pendapatan Asli Daerah 

pada SPI dan kepatuhan. Komponen PAD yang sering memiliki masalah adalah pajak 
daerah pada SPI dan retribusi daerah pada kepatuhan. 

- Belanja: Temuan SPI dan kepatuhan sering terjadi pada Belanja Operasi, dengan temuan 
terbanyak adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang&Jasa, dan Belanja Hibah. 
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- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan yang sering muncul pada komponen 
Neraca terkait SPI adalah aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap seperti peralatan 
dan mesin. Sementara pada kepatuhan, temuan terkait dengan aset lancar, investasi 
permanen, tanah, dan aset tetap lainnya. Pada LRA, temuan terbanyak terjadi pada 
Pendapatan Asli Daerah, terutama terkait pajak daerah pada SPI dan retribusi daerah 
pada kepatuhan. Sedangkan pada Belanja, temuan terbanyak adalah pada Belanja 
Operasi, terutama Belanja Pegawai dan Belanja Barang&Jasa baik pada SPI maupun 
kepatuhan. 
 

Analisis Permasalahan Atas Akun-Akun Temuan 
1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) menurut Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK 
Kelemahan dalam SPI terbagi menjadi tiga kelompok: pengendalian internal akuntansi 

dan pelaporan, pengendalian anggaran belanja, dan pendapatan, serta pengendalian internal 
secara umum. Analisis menunjukkan temuan terutama terkait kelemahan dalam pengendalian 
anggaran belanja dan pendapatan. Misalnya, terdapat kesalahan dalam penganggaran belanja 
pegawai dan belanja modal, ketidaksesuaian antara kas yang disetor dengan laporan keuangan, 
pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai, dan kesalahan dalam pendapatan pajak daerah 
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
2. Komponen pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

SPIP memiliki lima komponen, dan masalah umum yang sering dijumpai berkaitan 
dengan pengendalian kegiatan. Masalah tersebut mencakup pencatatan dan pelaporan yang 
tidak akurat, perbedaan antara catatan dan keadaan sebenarnya, kelebihan pembayaran, dan 
perhitungan yang tidak valid. Temuan-temuan ini merupakan masalah umum yang sering 
muncul di setiap daerah yang diteliti. 

 
3. Komponen Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

Berdasarkan tabulasi temuan dari komponen ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, terdapat enam komponen yang dianalisis. Temuan tersebut umumnya 
terjadi di setiap Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih banyaknya OPD yang belum 
sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kerugian keuangan 
daerah, sesuai dengan hasil audit terhadap LKPD. 
 
Analisis Temuan Berulang 

Setelah dilakukan analisis, teridentifikasi kecenderungan temuan yang berulang pada 
beberapa akun di Kota Bukittinggi. Temuan tersebut meliputi total 34 temuan pada SPI yang 
tersebar dalam 13 akun. Ditemukan bahwa akun-akun tersebut memiliki kecenderungan 
berulang, termasuk kas, piutang pajak, belanja barang dan jasa, tanah, dan investasi permanen. 
Di sisi lain, pada temuan kepatuhan, terdapat 17 temuan yang tersebar dalam 7 akun, dimana 
akun-akun tersebut juga menunjukkan kecenderungan temuan berulang, seperti kas, belanja 
barang dan jasa, retribusi daerah, dan belanja modal. 
 
 
Analisis Penyebab Temuan Berulang 

Dari temuan-temuan berulang yang terjadi selama beberapa periode, dapat 
disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya tindak lanjut dari rekomendasi BPK menjadi salah 
satu penyebabnya. Hal ini menyebabkan banyaknya temuan berulang pada akun dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mencakup kelemahan dalam sistem 
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pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan 
dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peran yang belum optimal dari pihak lain, 
dan kurangnya pelaksanaan tindak lanjut yang belum selesai. 
 
4.  Penutup 
Kesimpulan 

Analisis LHP BPK empat kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan akun paling 
sering bermasalah pada Laporan Neraca, seperti Kas Daerah, Piutang Pajak, dan Investasi 
Permanen. Sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja 
Hibah, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai sering menjadi sorotan. 
Pola ini mencerminkan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 
berdampak pada kerugian keuangan pemerintah daerah. 

Permasalahan dalam akun-akun sebagai temuan SPI dapat dikategorikan berdasarkan 
tiga konsep. Pertama, terdapat tiga kelemahan SPIP berdasarkan LHP, dengan temuan 
terbanyak pada sistem pengendalian dan pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja. Kedua, 
dalam lima komponen sistem pengendalian internal, temuan terbanyak terjadi pada 
komponen lingkungan pengendalian internal dan kegiatan pengendalian. Ketiga, berdasarkan 
enam komponen ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan, terdapat ketidakpatuhan 
yang mengakibatkan kerugian daerah dan potensi kerugian. 

Meskipun terdapat kecenderungan temuan berulang pada beberapa akun, hal ini tidak 
selalu menandakan bahwa temuan tersebut sama. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih rinci 
untuk memahami permasalahan temuan dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait. 

Kecenderungan temuan berulang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian 
internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya 
manusia, kurangnya optimalisasi peran pihak lain, dan belum tuntasnya pelaksanaan tindak 
lanjut rekomendasi dari BPK. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya penyelesaian tindak 
lanjut jangka panjang agar tidak terjadi permasalahan yang sama secara berulang. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisis semua akun temuan dari LHP 
untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, termasuk yang mendapatkan opini 
WTP maupun tidak. Penelitian ini juga disarankan untuk diperkuat dengan data wawancara 
kepada pemerintah/kota yang menjadi objek, sehingga dapat memahami secara lebih rinci pola 
temuan, permasalahan terkait SPI dan Kepatuhan, temuan berulang, serta penyebab dan upaya 
untuk mengurangi temuan berulang.. 
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